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MOTTO 

“Orang lain tidak akan bisa paham sturggle dan masa sulitnya kita yang mereka 

ingin tahu hanyalah bagian succes stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun 

tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga 

dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetaplah berjuang untuk diri sendiri.” 

“Untuk mendapatkan apa yang Anda suka, pertama Anda harus bersabar dengan 

apa yang Anda benci.”  

~ Imam Al Ghazali 

Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-

ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. 

“Taruhlah rasa syukurmu di atas keinginanmu niscaya kamu tidak akan 

kekurangan”  
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ABSTRAKSI 

Nama    : Ach Qoribul Akbar 

NIM    : 201910110311440 

Judul :Analisis Yuridis Putusan Nomor 37/g/2020/ptun.sby 

Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa 

Dosen pembumbing 1 : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum 

Dosen pembimbing 2 : Fitria Esfandiari, S.H., M.H 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Putusan hakim 

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terkait permasalahan 

analisis asas-asas umum pemerintahan baik dalam mempengaruhi putusan hakim, 

serta kesesuain putusan hakim dalam sengketa pemilihan kepala desa  serta Faktor 

Penghambat Proses Penyelesaian Kasus Hukum Calon Kepala Desa Teberdasarkan 

teori gustav radbruch. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

eksaminasi putusan pengadilan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis 

normatif, Hasil penelitian menunjukkan sengketa pemilihan Kepala Desa Matanair, 

putusan hakim yang menggunakan penerapan AUPB terlihat ketika Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) memeriksa keabsahan dokumen administrasi. Sengketa ini 

menunjukkan bagaimana pelanggaran administratif (seperti penggantian ijazah) 

yang setelah diperiksa tentang keabsahannya yang merupakan milik orang lain yang 

kebetulan mempunyai nama yang sama yang menjadi dasar gugatan, yang 

kemudian dinilai berdasarkan prinsip AUPB. Putusan PTUN memutuskan bahwa 

kandidat yang melakukan pelanggaran administrasi tidak layak dilantik, dan bupati 

harus melantik penggugat yang memenuhi persyaratan, PTUN menerapkan prinsip 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berdasarkan teori Gustav Radbruch. 

Pengadilan berpendapat bahwa calon kepala desa terpilih telah melakukan 

pelanggaran administrasi dengan menggunakan dokumen pengganti ijazah yang 

tidak sah, sehingga pelantikannya cacat hukum. Oleh karena itu, PTUN 

memutuskan untuk mengangkat penggugat yang telah memenuhi semua 

persyaratan administrasi sebagai kepala desa terpilih. Putusan ini didasarkan pada 

keadilan substantif, memberikan kepastian hukum, dan mempertimbangkan 

manfaat bagi masyarakat desa agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. 

Kata Kunci : penyelesaian, kepala Desa, ijazah, Pemilihan Umum. 
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ABSTRACTION 

Name     : Ach Qoribul Akbar 

NIM      : 201910110311440 

Tiltle :Analisis Yuridis Putusan Nomor 37/g/2020/ptun.sby 

Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa 

Lecturer 1    : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum 

Lecturer 2   : Fitria Esfandiari, S.H., M.H 

This research aims to analyze the suitability of the judge's decision with the 

general principles of good governance (AUPB) related to the problem of analyzing 

the general principles of good governance in influencing the judge's decision, as 

well as the suitability of the judge's decision in the village head election dispute as 

well as factors inhibiting the process of resolving candidate legal cases. Village 

Head based on Gustav Radbruch's theory. In this research, the research method 

used was to examine court decisions using a normative juridical approach. The 

results of the research showed that in the dispute over the election of the Head of 

Matanair Village, the judge's decision using the application of AUPB was seen 

when the State Administrative Court (PTUN) examined the validity of 

administrative documents. This dispute shows how administrative violations (such 

as replacing a diploma) which, after being checked regarding its validity, belong to 

another person who happens to have the same name, become the basis for a lawsuit, 

which is then assessed based on AUPB principles. The PTUN decision decided that 

candidates who committed administrative violations were not worthy of being 

appointed, and the regent must appoint plaintiffs who met the requirements. The 

PTUN applied the principles of justice, expediency and legal certainty based on 

Gustav Radbruch's theory. The court was of the opinion that the elected village 

head candidate had committed an administrative violation by using an invalid 

certificate replacement document, so that his inauguration was legally flawed. 

Therefore, the PTUN decided to appoint the plaintiff who had fulfilled all 

administrative requirements as elected village head. This decision is based on 

substantive justice, provides legal certainty, and considers the benefits for village 

communities so that the wheels of government run well. 

 

Keywords: settlement, village head, certificate, general election. 
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